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PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP ke
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP \

/

DLH.02.01.01.01.08 Swi Ao
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF)
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BAGI RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAUIB DPLH

DASAR HUKUM | KUALIFIKAS! PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang | 1. Pernah mengikuti kursus/diklat AMDAL (A / B / C)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hickip 2. Pernah mengikuti kursus/dikiat teknis bidang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lingkungan hidup

Izin Lingkungan 3. Berpengalaman dibidang Penataan dan Penaatan

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Lingkungan atau sejenisnya minimal 3 tahun
Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/
2016 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau
Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau
Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan
Hidup

4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi dengan UKL-UPL serta SPPL di kabupaten

Cilacap
KETERKAITAN . PERALATAN / PERLENGKAPAN
| Level Peta Proses Bisnis : DLH.02.01.01 1. Laptop / Komputer
Tata Lingkungan 2. Printer
SOP Lain : 3. Alat Tulis Kantgr |
1. Penerbitan Izin Lingkungan Bagi Rencana Usaha dan/ | 4. Sarana Komunikasi (handphone / telepon)
atau Kegiatan Wajib AMDAL 5. Ruang Rapat
2. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup Izin Lingkungan Bagi Rencana Usaha dan/ atau
Kegiatan Wajib Amdal Melalui Sistem 0SS
3. Penerbitan Izin Lingkungan Bagi Rencana Usaha dan/
atau Kegiatan Wajib UKL-UPL
4. Penerbitan Persetujuan Rekomendasi Bagi Rencana
Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib UKL-UPL Melalui
Sistem 0SS
5. Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL)
6. Pendaftaran Surat Pemyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL) Melalui Sistem 0SS
7. Penerbitan Izin Lingkungan Bagi Rencana Usaha dan/
atau Kegiatan Wajib DELH
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

| Apabila SOP tidak dilaksanakan maka penerbitan izin | Disimpan sebagai data elektronik dan manual

lingkungan bagi rencana usaha dan/ atau kegiatan wajib
st v o221 - e s [7




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Z;:“: Kasi Kabid Persyaratan Waktu Output et
1 2 3 4 5 i 8 9 10
1. Permohonan - Surat 30 Diterimanya
arahan jenis { I permohonan menit | Surat
| dokumen - Dokumen permohonan
lingkungan pendukung dan dokumen
-Lembar pendukungnya
disposisi serta lembar
dispaosisi
| 2. Penerapan - Usaha dan/ 1jam | Surat
sanksi atau Kegiatan Keputusan Ka.
administrasi o Yang Telah DLH tentang
paksaan il +U Memiliki Izin Sanksi
pemerintah Usaha dan/ Administrasi
atau Kegiatan Paksaan
Tetapi Belum Pemerintah
Memiliki Penyusunan
Dokumen DPLH
Lingkungan
Hidup
- Besaran
kegiatan
termasuk wajib
UKL-UPL
3 Penerimaan - Surat 30 Diterimanya
permohonan permohonan menit | Surat
pemeriksaan - Draft DPLH permohonan,
DPLH - Lembar pemeriksaan
disposisi DPLH, lembar
disposisi
4, Pembuatan - Surat 1 jam Surat
undangan I:J undangan undangan
pemeriksaan - Draft DPLH
DPLH
5. Pemeriksaan N - Surat 2jam | Saran/
DPLH - [ :] undangan pendapat/
- Draft DPLH tanggapan
- Form saran/ perbaikan
pendapat/ DPLH
tanggapan
6. Pengesahan/ Perbaikan 8 jam Surat
Rekomendasi w DPLH ' Pengesahan/
DPLH berdasarkan Rekomendasi
saran/ DPLH dari Ka.
pendapat/ DLH
s G tanggapan
7. Penerbitan Izin Surat 16 jam | Surat
Lingkungan _ Pengesahan/ Keputusan Izin
G ‘ Rekomendasi Lingkungan
DPLH dari Ka. dari Ka. DLH
DLH




Catatan :

1) Pada kegiatan No. 2, Penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan kepada usaha dan/
atau kegiatan dengan kriteria : telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan, telah melaksanakan usaha
dan/atau kegiatan, lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan tata ruang, tidak memiliki dokumen
lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pada kegiatan Nomor 4. Pemeriksaan DPLH dilakukan oleh dinas/ instansi teknis terkait.

3) Pada kegiatan No 5, Pengesahan/ rekomendasi DPLH diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup
setelah DPLH di perbaiki oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan
saran/pendapat dan tanggapan pada saat pemeriksaan DPLH.

4) Pada kegiatan Nomor 86, Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan pengesahan/ rekomendasi DPLH
oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap



